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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam pemberian upah oleh perusahaan 

yang terkena putusan pailit yakni sebagai berikut: 

Pada saat perusaahaan dalam keadaan pailit, pekerja/buruh mempunyai hak-

hak yang harus diberikan kepadanya sebagai salah satu kreditor. Hak-hak 

tersebut sudah ditegaskan di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Posisi kedudukan pekerja/buruh 

dalam hal ini sebagai pemegang kreditor preferen yang mempunyai hak 

istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang dalam pemenuhan haknya. 

Pada saat ini hak-hak pekerja/buruh dalam hal upah sudah ditetapkan bahwa 

posisi upah dari pekerja/buruh mendapatkan posisi pertama  bila dibandingkan 

dengan hak negara yang juga mendapatkan posisi hak istimewa dan para 

kreditor pemegang hak jaminan, sehingga sekarang pada praktiknya ketika 

perusahaan pailit maka ketika pembayaran untuk para kreditornya diberikan 

pekerja/buruh mendapatkan pelunasan pertama dari kreditor-kreditor lainnya, 

namun hak-hak lainnya dari pekerja/buruh masih berada pada posisi kreditor 

preferen yang mana pembayarannya masih harus menunggu pelunasan 

kreditor separatis, bila dilihat di dalam pasal 95 ayat (4) tidaklah ada 

pemisahan antara pembayaran upah buruh dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-

XI/2013 antara upah dan hak-hak lainnya dari buruh dipisahkan 
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pembayarannya, sehingga dapat disimpulkan pekerja/buruh sudah dilindungi 

dalam hal pembayaran upahnya, akan tetapi hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh dapat dikatakan masih terancam tidak terlunasi oleh debitor 

pailit karena posisi pembayaran hak-hak lainnya pekerja/buruh masih pada 

urutan setelah para kreditor pemegang jaminan kebendaan.  

B. Saran 

Melihat pada pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, tampak 

adanya pembedaan dari upah pekerja/buruh dengan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh. Perlu adanya kesadaran bahwa pikiran utama dari kesejahteraan 

pekerja/buruh dalam hal kepailitan adalah upah dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh, sehingga apabila kedua hak tersebut dipisahkan akan berpotensi 

tidak terjaminnya kelangsungan kehidupan pekerja/buruh yang sejahtera. 

Berdasarkan hal tersebut,  maka kedudukan yang paling cocok digunakan adalah 

antara upah dan hak-hak lainnya dari pekerja disamakan kedudukannya seperti 

kedudukan upah yang benar-benar mendahului dari semua kreditor-kreditor yang 

ada ketika perusahaan pailit. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya semangat 

untuk merevisi penjelasan dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang tentang 

Ketenagakerjaan dengan mempertegas bahwa kedudukan upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh berada di urutan pertama yang mendahului semua 

kreditor-kreditor yang ada ketika terjadi kepailitan/likuidasi. 
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